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ABSTRAK 
 
ANALISIS KAIDAH FIKIH DAN PRINSIP PEMBIAYAAN  
AR-RUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) PADA PERUM 
PEGADAIAN SYARI’AH KANTOR CABANG MAKASSAR 
 
ANALYSIS OF RULES FIQH AND PRINCIPLES OF FINANCING  
ARRUM (Ar-Rahn For Micro Businesses) FOR PAWNSHOPS 
 ISLAMIC BRANCH OFFICE MAKASSAR 
 
 
Andi Muhammad Iqbal Zainal 
Abdul Hamid Habbe 
Muhammad Ashari 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah fikih dan prinsip 
pembiayaan Ar-Rum untuk pengusaha kecil khususnya daerah Makassar. Data 
dari penelitian ini diperoleh dari data-data yang terdapat pada pegadaian syariah 
dan data dari berbagai sumber yang terpercaya, serta data dari beberapa 
pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara dengan pihak pegadaian 
syari’ah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih dan prinsip-prinsip 
pembiayaan yang terdapat pada gadai Ar-Rum ini telah sesuai dengan kaidah 
yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist serta telah sesuai dengan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntasi 
Keuangan No.107 tentang akad Ijarah sebagai akad yang digunakan dalam 
gadai ini. 
 
Kata Kunci: Kaidah Fikih, Prinsip Pembiayaan, PSAK No.107, Akad Ijarah 
 
This study has the objective to analyze the application of the rules and principles 
of fiqh Ar-Rum financing for small businesses in particular areas of Makassar. 
Data from this study were obtained from the data contained in the Islamic 
pawnbroking and data from various sources, as well as data from some of the 
questions asked at the interview with the Islamic pawnshop. The research 
findings indicate that the fiqh rules and principles contained in the mortgage 
financing Ar-Rum is in compliance with the rules derived from the Al-Qur’an and 
Al-Hadith and in accordance with the Fatwa Council of Ulama Indonesia and are 
in accordance with Statement of Standard Accounting Finance No. 107 on 
contract as the contract of Ijarah is used in this Ar-Rum lien. 
 
Keywords: Rule Fiqh, Principles of Finance, SFAS No.107, Ijarah Agreement 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam dunia perekonomian terutama bagi pedagang kecil, adanya 
masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama 
dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan keterbatasan modal yang di 
rasakan oleh pedagang kecil, sangat diharapkan adanya akses serta 
terjangkaunya kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat yang 
terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. 
Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di bawah garis 
kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam pada 
lembaga nonformal seperti misalnya rentenir. Kecenderungan ini dilakukan 
karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat 
dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun di balik kemudahan 
tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan masyarakat dengan tingginya bunga.  
Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin 
meningkat, maka seseorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa 
pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan 
non bank, diantaranya adalah Lembaga Pegadaian, yang menawarkan akses 
yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif 
sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial 
mereka.  
Namun dalam praktiknya Lembaga Pegadaian ini tak luput dari sistem 
yang melakukan transaksi dengan sistem pembiayaan berbunga, dimana setiap 
1 
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pinjaman akan dibayar dengan bunga pinjaman yang sudah ditetapkan sebelum 
terjadinya akad. Dalam Islam istilah bunga atau riba adalah sesuatu yang 
diharamkan hukumnya. Dengan demikian, banyak masyarakat Indonesia yang 
sebagian besar adalah umat muslim tak mau ambil resiko dengan melakukan 
transaksi pinjam-memimjam pada lembaga Pegadaian tersebut. 
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 
menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik 
riba, di mana misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 tahun 2000 yang 
dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah 
melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit 
Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) sebagai langkah awal dalam menangani 
kegiatan usaha syari’ah. Pegadaian Syari’ah sebagai unit Layanan Gadai 
Syari’ah muncul sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang 
menangani kegiatan usaha syari’ah pada Perum Pegadaian. 
Gadai Syari’ah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk 
yang ditawarkan oleh Bank Syari’ah. Karena mendapatkan respon yang sangat 
signifikan terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) sebagai bank syari’ah pertama di Indonesia telah mengadakan 
kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai 
Syari’ah yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syari’ah, 
sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan dari produk gadai syari’ah 
yang cepat, praktis dan menentramkan, karena melakukan transaksi 
menggunakan prinsip berbasis syari’ah.  
Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari’ah bermacam-macam, 
mulai dari produk Rahn (Gadai Syari’ah), Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro), 
Logam Mulia, Jasa Taksiran dan Jasa Titipan. Dan untuk menjawab keluhan 
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pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha untuk melanjutkan 
ataupun memperbesar kelangsungan usahanya dengan syarat yang mudah dan 
fleksibel, maka Pegadaian Syari’ah meluncurkan skim pembiayaan yaitu Produk 
Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro). Produk Ar-Rum hadir sesuai dengan sifat 
kebutuhannya para pedagang kecil yang membutuhkan sumber pembiayaan 
yang cepat serta mudah. Mudah berarti tanpa persyaratan surat-surat yang 
menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu lebih 
lama, serta prosedur pelaksanaan yang fleksibel, dengan menggunakan prinsip-
prinsip berbasis syari’ah yang kemudian dianggap menentramkan, karena bebas 
akan bunga dan riba, dimana sistem gadai syari’ah terutamanya Produk Ar-Rum 
ini sudah menerapkan prinsip-prinsip dan kaedah gadai (rahn) dengan 
berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadist, serta di tunjang dengan di 
keluarkannya Fatwah MUI yang memaparkan tentang Gadai (rahn) dan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari’ah no. 107 tentang sistem Ijarah 
yang dipakai dalam akad Ar-Rum. 
Namun dibalik kebaikan produk gadai Syari’ah ini, masih banyak orang 
diluar sana yang beranggapan bahwa produk dari pegadaian syari’ah ini hanya 
berlabelkan label syari’ah saja, karena tidak ketidak tahuannya terhadap metode 
yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan yang kemudian masayarakat 
beranggapan bahwa dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah 
Syari’ah yang diterapkan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin 
melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Kaidah Fiqhi dan Prinsip 
Pembiayaan AR-RUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum 
Pegadaian Syari’ah Kantor Cabang Makassar.” 
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1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka 
inti permasalah yang akan di analisis adalah:  
1. Bagaimanakah kesesuaian fikih atau prinsip syari’ah dengan praktik rahn 
pada produk gadai syari’ah ini ? 
2. Bagaimanakah kesesuaian antara (PSAK N0.107) dengan praktik rahn 
pada produk gadai syari’ah ini ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang akan 
dianalisis adalah untuk mengetahui kesesuaian komparatif antara fikih atau 
prinsip syari’ah dan akad Ijarah (PSAK NO.107) dengan praktik rahn pada 
produk Ar-Rum ini. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kegunaan sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus 
yang nyata tentang pembiayaan Ar-Rum, dan untuk membantu dalam 
menegakkan syariat Islam. 
2. Bagi Pelaku UKM 
   Dapat memperlancar dan mengembangkan usahanya, mencari 
solusi terhadap hambatan yang dihadapi pedagang kecil dalam 
mengambil keputusan untuk memperoleh tambahan modal. 
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3. Bagi Pegadaian Syari’ah 
   Memberikan informasi bagi pihak pengelola Pegadaian Syari’ah 
dalam usahanya mensosialisasikan produk gadai Ar-rum kepada 
masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. 
4. Bagi Pembaca 
   Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia ekonomi 
syari’ah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu 
lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para 
pedagang kecil dengan sistem syari’ah Islam, serta sebagai acuan untuk 
keperluan penelitian yang sejenis. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian 
yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada masalah praktik rahn pada produk 
Ar-Rum yang diterapkan oleh Pegadaian Syari’ah Cabang Makassar. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
BAB   I    : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
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BAB   II  : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin 
diteliti sebagai bahan dalam menganalisis masalah. 
BAB  III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan metode analisis data. 
BAB  IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan penulis berdasarkan metode analisis yang digunakan.  
BAB  V   : PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan 
dengan pembahasan masalah dalam penelitian serta kebijaksanaan 
selanjutnya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Konsep  Ekonomi Syari’ah 
Istilah “ekonomi syari’ah” merupakan sebutan yang khas di gunakan di 
Indonesia. Di luar Indonesia, istilah ini lebih populer disebutkan dengan nama 
“ekonomi Islam,” Syauqi (2010). Definisi mengenai ekonomi syari’ah di antaranya 
dikemukakan oleh Hasan (2011:12), “ekonomi syari’ah adalah ekonomi yang 
berdasarkan norma-norma yang diturunkan untuk kemaslahatan dan 
kesejahteraan manusia yang bersumber dari Alquran dan Sunnah.” Pemikir 
ekonomi syari’ah lainnya, Manan dalam Hasan (2011:29) mendefinisikan 
“ekonomi syari’ah sebagia ilmu yang membahas persoalan-persoalan 
perekonomian rakyat  yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.” Menurut Manan, 
definisi tersebut bukan berarti hendak membatasi ruang gerak kaum muslimin 
untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi muslim. Sebaliknya, mereka yang 
diilhami nilai-nilai Islam diperintahkan oleh syari’ah untuk mempelajari 
pengetahuan yang dihasilkan oleh non muslim dan manusia pada umumnya. Di 
lain pihak Muslih Abd al-Hayy Al-Najjar dalam Hasan (2011:28) mendefinisikan. 
Ekonomi syari’ah sebagai ilmu yang membahas watak perilaku 
manusia dalam menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan harta, 
baik cara memperoleh maupun membelanjakannya, maupun memelihara 
keseimbangan di antara keduanya, berdasarkan kaidah, prinsip dan tujuan 
umum yang telah digariskan oleh syari’ah Islam, yakni sejauh ia benar-benar 
tidak bertentangan dengan nas syari’ah. 
 
Dari definisi tersebut terlihat bahwa ekonomi syari’ah merupakan 
sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan 
As-Sunnah, yang antara lain tercermin dalam prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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1. Kegiatan ekonomi atau muamalah bertujuan untuk memperoleh 
kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas norma-norma moral Islami. 
Agama Islam membolehkan manusia untuk menikmati rezeki dari Allah 
namun tidak boleh berlebihan dalam pola konsumsi. 
QS 2:168 
 
 
 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu.” 
 
QS 2:172 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang 
baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, 
jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” 
QS20:81 
 
Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan 
kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan 
kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-
Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. 
 
QS 23:51 
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“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” 
2.Bahwa dilarang menghasilkan harta dengan jalan batil. 
QS 4:29 
 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
 
QS 4:161 
 
 
Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 
mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta 
benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk 
orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. 
 
3. Melanggar Akad (perjanjian)  
QS 5:1 
 
 
 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
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4.  Bahwa haram menganiaya dengan melanggar hak orang lain. Tercermin 
dalam hadits Nabi SAW Riwayat Muslim, dikatakan “Setiap muslim bagi 
muslim lainnya, haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya.” 
Ciri asasi dari prinsip-prinsip umum ini adalah bahwa prinsip-prinsip ini 
tidak berubah ataupun berganti, serta cocok untuk setiap saat dan tempat, tanpa 
peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dan masyarakat. 
 
2.2 Pengertian Gadai Syari’ah 
2.2.1  Landasan Konsep 
Islam dengan ajarannya yang komit dan luas membenarkan adanya 
praktik hutang piutang yang menjadi inti praktik lembaga pegadaian. Praktik ini 
secara normatif dapat digali dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan 
perjanjian hutang piutang yang perlu diperkuat dengan catatan melibatkan saksi-
saksi.  
QS 2:282 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan 
sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu 
masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa 
bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya 
dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis 
sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis 
dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu 
dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika 
orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat 
hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya 
dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki 
dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka 
bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang 
kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi 
perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. 
Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. 
Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh 
masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih 
adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan  
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juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali 
perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, 
maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi 
apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu 
disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka 
sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada 
pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), 
Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa 
Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. 
 
Sedangkan dalam surat al-Baqarah ayat 283 secara tegas 
diperbolehkan meminta jaminan barang atas hutang, dan diperkuat oleh 
beberapa hadits seperti: 
QS2:283 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
edang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
H.R. Bukhari dan Muslim. 
“Aisyah berkata, bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli 
makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” 
H.R. Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat 
dipercaya.  
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang gadaian tidak menutup 
pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya 
menjadi tanggungannya." 
 
H.R. Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i. 
Nabi SAW Bersabda : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan 
boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang 
digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi 
yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya 
perawatan dan pemeliharaan. 
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H.R. Al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. 
“Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari 
pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 
risikonya.” 
Selain landasan tersebut diatas, praktik gadai juga didasarkan pada 
consensus atau Ijma’ ulama yang menetapkan hukumnya mubah (boleh) 
melakukan perjanjian gadai, Washito (2011). 
 
2.2.2 Definisi Gadai  
Arti gadai Menurut Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang 
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, 
sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada 
kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan 
mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan 
sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau 
penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan 
setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. 
 
 
 
2.3 Definisi Gadai Syari’ah (Rahn) 
Dalam Fiqhi Islam lembaga gadai dikenal dengan istilah “rahn”, yaitu 
perjanjian menahan suatu barang. Baranag atau bukti harta tetap milik peminjam, 
yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga 
barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai 
jaminan pelunasan hutang. Muhammad (2007:64) 
Adapun istilah rahn menurut pakar Islam yang ditulis oleh Halaqah (2011) 
yaitu: 
1. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan “rahn adalah perjanjian menahan 
suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu 
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benda bernilai menurut pdandangan syara’ sebagai tanggungan 
marhun bih, sehingga adanya tanggungan utang seluruh atau 
tanggungan utang dapat diterima.” 
2. Menurut Muhammad Syafi’I Antonio “gadai syari’ah adalah menahan 
salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas 
utang/pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai 
ekonomis.” 
3. Menurut Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai “suatu benda 
yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari 
harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.” 
4. Menurut ulama malikiyah mendefinisikan rahn sebagai “sesuatu yang 
bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat 
atas utang yang tetap.” 
5. Menurut Ulama Syafi’ah mendefinisikannya dengan “menjadikan 
suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari 
harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.”  
Pendapat ulama lainnya, dalam Mujahidin (2011) mendefinisikan rahn 
sebagai berikut: 
1. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai 
“harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat 
mengikat.”  
2. Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan 
“menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) 
yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik 
seluruhnya maupun sebagiannya.” 
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Di lain pihak, Muhammad (2007:64) mendefinisikan rahn adalah, 
 
Menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut 
memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 
sebagian piutangnya. 
 
Hal itu ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Muddatstsir ayat 38, 
yaitu: 
 
“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yarg telah diperbuatnya.” 
Dari penjelasan di atas, kata ar-rahn berarti menjadikan sesuatu barang 
yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Dengan kata lain ar-rahn yaitu, 
menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan 
dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. 
Meskipun istilah lembaga gadai disinonimkan dengan istilah rahn dalam 
fikhi Islam, namun keduanya disamping memiliki persamaan jika dilihat dari 
aspek tujuan dan fungsi, juga memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Menurut 
Muhammad dan Hadi dalam Muhammad (2007:65), beberapa aspek persamaan 
antara lembaga gadai dengan rahn dapat dilihat dari beberapa aspek selain 
tujuan dan fungsi yaitu: 
1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang. 
2. Sama-sama mensyaratkan adanya agunan sebagai pinjaman uang. 
3. Tidak diperkenankan mengambil manfaat atas barang yang 
digadaikan. 
4. Biaya barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai. 
5. Apabila pada tanggal jatuh tempo barang yang digadai tidak ditembus 
atau diperpanjang, maka barang gadai boleh dijual atau dilelang. 
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Sedangkan aspek yang membedakannya terletak pada aspek-aspek 
filosofis antara keduanya, cakupan harta yang bisa digadaikan, dan sifatnya yang 
fleksibel. 
 
2.4 Dasar Hukum Praktik Gadai  
 Praktik gadai syari’ah ini pun diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwah 
MUI tentang Gadai dan PSAK Syari’ah No. 107 tentang ijarah. 
 
2.4.1 Fatwa MUI tentang Gadai (rahn) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 
1. Hukum 
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 
dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
2. Ketentuan Umum  
a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.  
b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, 
dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 
c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.  
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
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e. Penjualan Marhun. 
1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 
segera melunasi utangnya. 
2)  Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual 
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah. 
3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban Rahin. 
3. Ketentuan Penutup 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan. 
 
2.4.2 PSAK NO.107 Akuntansi Ijarah 
Dalam PSAK Syari’ah No.107 mendefinisikan ijarah adalah “akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan 
pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu 
sendiri.” PSAK ini mengatur Untuk obligasi syari’ah (sukuk) yang menggunakan 
akad ijarah. 
Karakteristik ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa 
perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan 
atau tanpa wa’ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada 
penyewa (musta’jir) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk 
menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.  
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Jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum 
dalam akad. 
Menurut Sutardi (2012:10-12), Ijarah berarti sewa, jasa atau imbalan, 
yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. 
Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan 
tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada 
penyewa. 
Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong 
mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an, adapun landasan hukum ijarah 
adalah: 
QS 2:233 
 
 
 
 
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
 
 
QS 28:26 
 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.  
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2.5 Ketentuan Akad  
2.5.1 Pengertian Akad 
Menurut Syamsul Anwar dalam Muhlas (2010:39), bahwa istilah 
“perjanjian” disebut “akad” dalam hukum Islam. “akad adalah pertemuan ijab dan 
kabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat 
hukum pada obyeknya.” Kata akad berasal dari kata al‘aqd, yang berarti 
mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Makna “ar-rabtu” secara 
luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. 
Menurut Hasan (2011:102) secara umum, akad adalah setiap kewajiban 
yang timbul dalam perjanjian yang dibuat oleh mausia untuk dipenuhi sebagai 
bandingan kewajiban yang lain, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban 
tersebut. Adapun dari pengertian khusus, akad adalah kewajiaban yang tidak 
terwujud kecuali dari dua pihak. 
Menurut Undang-Undang Pasal 73 Perdata yang dikutip oleh Hasan     
(2011:104), “akad adalah pertalian ijab dan kabul yang timbul dari salah satu 
pihak yang melakukan akad dengan kabul dari pihak lainnya menurut ketentuan 
yang berakibat hukum pada objek perikatan.” Senada dengan hal tersebut, 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Taufik Syam mendefenisikan 
akad ialah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk 
melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.” 
Dari rumusan diatas, maka akad harus merupakan perjanjian tertulis 
kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan 
dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad tersebut memuat Ijab dan Kabul, 
dimana ijab kabul ini diadakan untuk untuk menunjukkan adanya kesuka relaan 
timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang 
bersangkutan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, Muzamil (2011). 
19 
 
19 
 
2.5.2 Rukun dan Syarat Akad 
Menurut Hasan (2011:106-110) pembentukan akad dapat terpenuhi 
dengan unsur-unsur akad, yakni rukun akad dan syarat akad. Dengan kata lain 
akad tidaklah terjadi kecuali dengan terpenuhinya beberapa rukun dan syarat 
akad. Lanjut Hasan menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, rukun akad 
terdiri dari tiga komponen, yaitu sîghat (ungkapan kesepakatan, pernyataan ijab 
dan kabul), Al-‘âqidâni (dua pihak yang melakukan kontrak, subjek kontrak) dan 
Al-ma’qûd ‘alaih (objek kontrak). 
Komponen pertama, sîghat suatu ungkapan yang menampakkan 
kenyataan kerelaan dua pihak yang berakad dalam melakukan akad, baik 
ungkapan itu dengan lafaz, perbuatan atau diam tanda persetujuan, maupun 
selainnya baik itu tulisan maupun isyarat bagi mereka yang tidak mampu 
berbicara ataupun menulis dan sarana modern, ataupun serah terima tanpa 
ucapan. Sîghat ini dalam pengertian fuqaha disebut ijab kabul. Menurut Al-dabbu 
lanjut Hasan (2011:106-110) dalam tradisi fikih, ada 7 (tujuh) syarat ijab dan 
kabul yang harus diperhatikan demi kesempurnaan akad yaitu: 
1. Mengetahui substansi akad. 
2. Kesesuaian kabul terhadap ijab. 
3. Tidak terpisah antara ijab dan kabul. 
4. Tidak ada persendagurauan. 
5. Baik ijab atau kabul dapat dilangsungkan tanpa bergantung pada syarat 
yang menafikan tuntutan akad atau disandarkan pada masa yang akan 
datang. 
6. Bersatunya majelis akad. 
7. Ijab dan kabul menunjukkan arti waktu yang telah lampau. 
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Komponen kedua, Al-‘âqidân, yaitu orang yang berakad atau pelaku 
kontrak. Pelaku kontrak disini disayarat harus mukalaf (orang yang berakal sehat 
dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai batasan umum mengenai keabsahan 
kontrak diserahkan kepada ‘urf atau peraturan perundang-undangan yang 
tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. 
Komponen ketiga, Al-ma’qûd ‘alaih, yaitu benda atau objek yang akan 
diakadkan, seperti benda-benda yang diakadkan dalam jual beli, dalam akad 
hibah, dalam akad gadai, atau hutang yang dijamin seseorang dalam akad 
kafalah. Al-ma’qûd ‘alaih pun punya 4 (empat) syarat yang wajib dipenuhi, yaitu: 
1. Objek sudah harus ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, atau 
diperkirakan akan ada dalam kontrak-kontrak tertentu. 
2. Objek kontrak harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah 
disajikan objek kontrak, seperti harta yang dimiliki secara halal. 
3. Objek kontrak harus bias diserahkan pada saat terjadi kontrak, namun 
tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. 
4. Objek kontrak harus jelas atau dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua 
belah pihak. 
Selain memiliki rukun, menurut Hasbi Ash Shiddieqy dalam Hasan 
(2011:112-113) setiap akad mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh   
syara’ yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat yang dimaksud ada dua macam, 
yaitu: 
1. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya 
dalam berbagai akad, seperti: 
a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. 
b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
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c. Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh yang mempunyai hak 
melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki akad. 
d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual beli 
mulasamah (saling merasakan). 
e. Akad saling memberikan faedah sehinggah tidak sah bila rahn 
dianggap sebagai imbangan kepercayaan. 
f.  Ijab itu berjalan terus, tidak ditarik sebelum terjadi kabul. 
g. Ijab dan kabul mestilah bersambung sehingga bila seseorang yang 
berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut 
menjadi batal. 
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada 
dalam sebagian akad, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. 
 
2.5.3  Faktor-faktor Berakhirnya Akad 
 Sebagaimana dicatat oleh Nasrun Haroen dalam Hasan (2011:116), para 
ulama fikih menyatakan suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang 
waktu. 
2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatya tidak 
mengikat. 
3. Dalam suatu akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap 
berakhir, jika: 
a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur penipuan. 
b. Berlakunya khiyar syart, khiyar ‘aib atau khiyar ru’yah. 
c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 
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d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. 
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini ulama fikih 
mengatakan tidak semua akad otomatis akan berakhir dengan wafatnya 
salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir bila ada 
yang meninggal adalah adad sewa-menyewa, al-rahn (gadai), al-khafalah, 
al-syirka, al-wakalah, al-muzara’ah. 
 
2.5.4 Faktor-faktor Yang Dapat Merusak Akad  
 Menurut Hasan (2011:119), akad dipandang tidak sah atau minimal dapat 
dibatalkan bila terdapat salah satu dari beberapa hal berikut:  
1. Keterpaksaan. 
2. Kesalahan menganai objek kontrak. 
3. Penipuan atau ketidakpastian pada objek kontrak.  
4. Ketidaksinambungan antara objek kontrak disertai tipuan. 
 
2.6 Pengertian Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) 
Pegadaian Syari’ah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk 
jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-
Rahn Usaha Mikro, atau biasa disebut Ar-Rum. Produk Ar-Rum merupakan skim 
pembiayaan berbasis syari’ah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan 
usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam 
jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara 
angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fudisia, skim pinjaman ini 
diberikan kepada individual pengusaha mikro. 
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2.6.1 Keunggulan Produk Ar-Rum pada Pegadaian Syari’ah 
1. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih tiga hari, serta 
biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah. 
2. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 
24 bulan, hingga 36 bulan. 
3. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70 % dari nilai taksiran 
anggunan. 
4. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan angsuran tetap. 
5. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian 
diskon ijarah. 
6. Didukung oleh staf berpengalaman serta ramah dan santun dalam 
memberikan pelayanan. 
 
2.6.2 Persyaratan-persyaratan untuk Memperoleh Pembiayaan Ar-Rum pada 
Pegadaian Syari’ah 
1. Calon rahin atau nasabah merupakan pengusaha mikro yang memiliki 
usaha yang produktif dan mempunyai barang berupa kendaraan bermotor 
sebagai objek jaminan pinjaman. 
2. Calon rahin tidak menjadi nasabah kredit Kreasi dicabang pengadian 
konvensional dan tidak menjadi rahin Ar-Rum dicabang pegadaian 
syari’ah lainnya. 
3. Calon rahin bukan dari petugas pengelolah Ar-Rum itu sendiri. 
4. Identitas calon rahin yang jelas. 
a. Warga Negara Indonesia. 
b. Memiliki tempat tinggal yang tetap. 
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c. Status usaha rahin adalah usaha perorangan atau badan hukum yang 
menjalankan usahanya sah menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia. 
d. Usia usahanya lebih dari 1 tahun. 
e. Jenis usahanya tidak termaksud yang dilarang diberikan pinjaman. 
f. Tempat usahanya tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan 
terhadap lingkungan masyarakat. 
g. Menyerahkan fotocopy AD/ART atau akte pendirian badan usaha 
dengan menunjukkan aslinya. 
h. Menyerahkan SIUP/ HO/ TDP/ SITU/ atau izin usaha lainnya dengan 
menunjukkan aslinya. 
i. Menyerahkan foto copy rekening buku bank 3 bulan terakhir. 
j. Menyerahkan foto copy rekning tagihan telepon/ listrik/ bukti 
pembayaran PBB terakhir. 
k. Menyerahkan foto copy catatan keuangan 6 bulan terakhir (bila ada). 
l. Menyerahkan dokumen kepemilikan mahrun (BPKB). 
m. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan petugas fungsional Ar-Rum. 
n. Mengisi dan menandatangani aplikasi Ar-Rum. 
o. Menandatangani akad pembiayaan Ar-Rum yang diketahui suami/istri. 
 
2.6.3 Jangka Waktu Pembiayaan  
Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12 
bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan 
dengan cara angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada Ar-
Rum ini adalah ijarah. Adapun angsuran perbulan ditetapkan dengan rumus. 
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    Angsuran =
MB + Ijarah
N
                                       (1) 
 
Keterangan: 
MB: Marhun Bih ( Nilai Pembiayaan ) 
Ijarah : Tarif Ijarah selama jangka waktu pembiayaan 
N : Jangka Waktu Pembiayaan 
Keunggulan lain dari Ar-Rum yang dimiliki oleh pegadaian syari’ah yaitu 
dengan adanya produk Ar-Rum masyarakat ingin mendapatkan dana 
pembiayaan tidak serta merta menitipkan kendaraan bermotor berupa motor atau 
mobil yang dititipkan kepegadaian, melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah 
bisa dijadikan jaminan. Pelayanan ini untuk meringankan masyarakat yang ingin 
menggunakan kendaraan bermotornya sebagai alat bantu usahanya. 
Melalui studi kelayakan yang dilakukan oleh staf pegadaian syari’ah, 
dapat dilihat apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman, studi 
kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan kepada 
masyarakat nantinya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian fenomenologi dan kualitatif. Penelitian fenomenologi mencoba 
menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang 
didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini 
dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam 
memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Metode kualitatif yaitu jenis 
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamiah.  karena peneliti ingin meneliti tentang kesesuaian antara fikih atau 
prinsip-prinsip syari’ah dan akad ijarah (PSAK N0.107) pada produk Ar-Rum 
dengan praktik yang diterapkan oleh pegadaian syaria’ah. Dalam artian, peneliti 
ingin terjun langsung kelapangan mengumpulan data dan melihat fenomena 
yang terjadi dilapangan. Kemudian mendeskripsikannya dan membandingkan 
dengan keadaan nyata yang terjadi dilapangan kedalam tulisan. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti  
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai partisipan penuh yang 
turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi berupa wawancara 
dan penelitian kepustakaan, status peneliti yang diketahui oleh informan 
membantu peneliti untuk melakukan penelitian terhadap produk pembiayaan Ar-
Rum. 
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3.3 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syari’ah Cabang Sentral  
Makassar sebagai Cabang Pegadaian Syari’ah dari Perum Pegadaian. 
 
3.4 Sumber Data 
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data 
sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
1.  Sumber data primer 
 Data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara 
langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang 
mengetahui obyek yang diteliti. Dewan Pengawas Syari’ah/Pimpinan 
Cabang Pegadaian Syari’ah yang menguasai sistem pembiayaan pada 
pegadaian syari’ah dengan akad Ar-Rum.  
2. Sumber data sekunder 
 Data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung 
sumber data primer. Sumber data sekunder ini meliputi: 
a. Dokumen, yaitu arsip Pegadaian Syari’ah Cabang Hos Cokroaminoto 
Makassar yang berkaitan dengan akad Ar-Rum. 
b. Buku-buku syari’ah dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua 
cara, yaitu: 
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1. Wawancara 
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (in depth 
interview) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka 
dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, 
persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar 
tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa 
adanya. Artinya, responden/informan mendapat kesempatan untuk 
menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih 
luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti. 
2. Penelitian Kepustakaan. 
Teknik penelitian kepustakaan ini digunakan dalam rangka 
memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji dan 
mempelajari berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fenomenologi 
dan Deskriptif Komparatif. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk 
mendapatkan penjelasan tentang realitas sosial yang tampak, meneliti langsung 
kelapangan dengan berinteraksi langsung pada objek penelitian. Deksriptif 
Komparatif yaitu mendeskripsikan kondisi lapangan yang dapat dilihat pada 
gambaran objek penelitian, kemudian data lapangan tersebut dikomparasikan 
dengan tinajauan pustaka yang telah disusun sebagai tolak ukur penelitian 
nantinya. Kemudian dilakukan pengorganisasian data, menjabarkannya kedalam 
unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan dari penelitian untuk dibagikan kepada 
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orang lain. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 
mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1  Pegadaian Syari’ah, Bagian Terintegrasi dari Bisnis Perum Pegadaian 
4.1.1 Sejarah Pegadaian 
Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang 
bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan pegadaian 
merupakan “trademark” dari lembaga keuangan milik pemerintah yang 
menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai. 
Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur 
jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, 
diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat 
Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di 
Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 
dengan Wolf von Westerode sebagai  Kepala Pegadaian Negeri pertama, 
dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat  melalui 
pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan 
zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan 
Jawatan pada tahun 1901, Perusahaan di Bawah IBW pada tahun 1928, 
Perusahaan Negara pada tahun 1960, dan kembali ke Perjan di tahun 1969. 
Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai 
dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan 
Umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan 
Departemen Keuangan RI hingga sekarang.  
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4.1.2 Lahirnya Pegadaian Syari’ah 
Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak 
awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No.10 
menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik 
riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No.103/2000  yang dijadikan 
sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak 
pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 
Desember 2003  tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syari’ah 
meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang 
menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian 
panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai 
Syari’ah  sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani 
kegiatan usaha syari’ah. 
Konsep operasi pegadaian syari’ah mengacu pada sistem administrasi 
modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan 
nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syari’ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-
kantor Cabang Pegadaian Syari’ah/ Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) 
sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum 
Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural 
terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syari’ah 
pertama kali berdiri  di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari’ah  
(ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian 
pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di 
tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 
Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syari’ah.  
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4.1.3 Kegiatan Usaha Perum Pegadaian  
Sesuai dengan PP no.103 tahun 2000 pasal 8, Perum Pegadaian 
melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas 
dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang 
pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam 
mulia dan batu adi, toko emas, industri emas dan usaha lainnya. Sejalan dengan 
kegiatannya, Pegadaian mengemban misi untuk. 
1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan 
menengah ke bawah. 
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman 
tidak wajar lainnya. 
Kegiatan usaha pegadaian dijalankan oleh lebih dari 730 Kantor Cabang 
PERUM Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor Cabang tersebut 
dikoordinasi oleh 14 Kantor Wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor 
Cabang. Perum Pegadaian secara Nasional berada di bawah kepemimpinan 
Direksi. 
 
4.2 Visi dan Misi Pegadaian Syari’ah 
Pada saat pendirian pegadaian syari’ah oleh Bank Muamalat Indonesia 
dan Perum Pegadaian melalui program musyarakah ditetapkan visi dan misi dari 
pegadaian syari’ah yang akan didirikan, yang keduanya mensiratkan tujuan 
didirikannya pegadaian syari’ah.  
“Visi pegadaian syari’ah adalah menjadi lembaga keuangan syari’ah 
terkemuka di Indonesia dan menjadi perusahaan yang moderen, dinamis dan 
inovatif dengan usaha utama gadai.” Sedangkan misinya ada 7 yaitu: 
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1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan 
transaksi yang halal. 
2. Memberikan superior return bagi investor. 
3. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Jadi tujuan pendirian 
pegadaian syari’ah meliputi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan 
usaha layanan pegadaian yaitu masyarakat, investor, dan ka'ryawan. 
4. Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “CHAMPION” dalam pembiayan mikro 
dan kecil berbasis gadai dan fuducia bagi masyarakat menengah ke bawah. 
5. Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan 
utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang 
menguntungkan. 
6. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan 
menengah ke bawah. 
7. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak 
wajar lainnya. 
 
4.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan 
Dalam rangka menjadikan perusahaan sebagai suatu organisasi badan 
usaha yang dinamis, berdaya guna dan berhasil guna untuk menghadapi 
persaingan usaha yang semakin meningkat telah diberlakukan struktur 
organisasi berbasis kompetensi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2005. 
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Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha syari’ah terdiri dari struktur 
organisasi Divisi Usaha Syari’ah dalam Skala Nasional dan struktur organisasi 
Kantor Cabang Pegadaian Syari’ah Makassar. 
 
 
Gambar 4.1  Bagan struktur organisasi divisi usaha syari’ah 
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Gambar 4.2 Bagan struktur organisasi kantor cabang Pegadaian Syari’ah 
Makassar 
 
Uraian tugas dan jabatan adalah sebagai berikut : 
a. Manager Cabang 
Fungsi : mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman 
secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syari’ah.  
Tugas: 
1. Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan 
misi perusahaan  
2. Mengkoordinasikan kegiaan penaksiran marhun berdasarkan peraturan 
yang berlaku 
3. Mengkoordinasikan penyaluran mahun bih 
4. Mengkoordinasikan pengelolaan murabahah dan rahn sesuai ketentuan 
yang berlaku dalam rangka pengembangan aset secara professional. 
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b. Penaksir: 
Fungsi : Menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai 
dengan ketentuan yag berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran 
dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan. 
Tugas : 
1. Memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah dan aman 
menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman 
gadai oleh rahin. 
3. Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
c. Kasir 
Fungsi : Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta 
pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Tugas : 
1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja. 
2. Menerima modal kerja harian dari atasan. 
3. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
4. Melaksanaan penerimaan pelunasan mahun bih dan mahun. 
d. Tata Usaha (TU) 
Fungsi : Melakukan penerimaan pencatatan dan pengaturan yang berkaitan 
dengan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Tugas : 
1. Menerima dan mencatat pembukuan marhun.  
2. Mengaur dan mengolah pembukuan perusahaan. 
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e. Pemegang Gudang 
Tugas : 
1. Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran 
serta pembukuan marhun.  
2. Menerima marhun selain barang kantong untuk disimpan di gudang. 
3. Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan marhun. 
4. Menyusun sesuai urutan nomor Surat Buku Rahn (SBR). 
f. Keamanan (security) 
Mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan 
sekitarnya selama 24 jam non stop. 
 
4.4  Produk Yang Ditawarkan 
Adapun produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syari’ah Cabang 
Makassar sebagai berikut: 
1. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didadasarkan pada penerapan 
prinsip syari’ah Islam dalam transaksi ekonomi secara syari’ah (gadai 
emas biasa). 
2. Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), yaitu 
pembiyaan yang dikhususkan untuk UMK (Unit Mikro Kecil) dengan 
obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). 
3. Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), 
yaitu penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara 
tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. 
 
 
 
38 
 
38 
 
BAB V  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
5.1 Hasil Penelitian 
5.1.1 Kaidah Fikih Gadai Syari’ah Dalam Perspektif Pegadaian Syari’ah 
Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan 
dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Gadai secara hukum dibolehkan 
asalkan tidak terkandung unsur-unsur ribawi. Perbedaan utama antara gadai 
syari’ah dengan gadai yang haram adalah dalam hal pengenaan bunga. 
Pegadaian syari’ah bebas dari bunga, yang ada adalah biaya penitipan barang 
(ijarah).  
Landasan konsep pegadaian syari’ah juga mengacu kepada syari’at Islam 
yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Adapun dasar hukum 
yang dipakai adalah: 
1. Dalil Al-Qur’an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 282, 283. 
2. Dasar hadist di antaranya hadist yang bersumber dari Aisyah r.a : “Bahwa 
Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau 
mengadaiakan baju besi kepadanya.” (HR. Bukhari-Muslim). Dan dari 
Abu Huraira r.a :  “Nabi SAW bersabda : “Tidak terlepas kepemilikan 
barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh 
manfaat dan menanggung risikonya.” (HR. Daruquthni-Hakim) 
3. Dasar Ijma’ adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan rahn 
secara syariat ketika berpergian dan ketika di rumah. 
Akad gadai dimulai sejak nasabah menyerahkan barang bergerak dan 
kemudian   pegadaian   menyimpan   dan   merawatnya   ditempat   yang   telah  
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 dipersiapkan oleh pegadaian, dengan ini maka akan timbul biaya-biaya yang 
meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh 
proses kegiatannya, dengan dasar seperti ini dibenarkan bagi pegadaian 
mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati 
pada saat akad berlangsung antara rahin dan Murtahin. Berjalannya perjanjian 
gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek 
perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah Rahin (yang menggadaikan 
barang) dan Murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah Marhun 
(barang gadai). 
 
5.1.2 Ketentuan Pelaksanaan Ar-Rum 
 Pada pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan Ar-Rum 
ini berbeda dari skim pembiayaan gadai syari’ah yang ada, dalam hal prosedur 
pembiayaan pihak pegadaian sangatlah berhati-hati dalam penyaluran 
pembiayaan, ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko-resiko yang ada ketika 
akad sedang berjalan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan berikut:  
1.  Objek Jaminan Barang Gadai 
karena skim pembiayaan ini ditujukan khusus bagi kalangan 
pengusaha kecil dan menengah maka pegadaian syari’ah memfokuskan 
objek jaminan barang gadai berupa benda yang mudah untuk digadaikan 
dengan perhitungan dan pembiayaan yang mudah di lakukan. Adapun 
syarat-syarat objek jaminan barang gadai yaitu: 
a. Kendaraan bermotor adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama 
yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan yang tertera di KTP. 
b. Bila kendaraan bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan 
menjaminkan kendaraan dari pemilik. 
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c. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal 
dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit. 
d. Sistem dan prosedur menaksir sesuai dangan prosedur yang berlaku 
diperusahaan. 
e. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka 
setelah proses piutang disepakati, agar dilakukan proses pemblokiran 
BPKB atas biaya rahin. 
f. Satu perjanjian hutang piutang Ar-Rum diperbolehkan didukung sampai 
dengan 3 jenis marhun. 
g. Khusus kendaraan bermotor baik roda empat atau lebih dengan 
menggunakan plat polisi kuning, harus melengkapi persyaratan serta 
harus melengkapi isin trayek dan buku Kir dari dinas lalu lintas dan 
angkutan jalan raya. 
2. Kedudukan Barang Gadai  
Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai 
hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak 
penggadainya. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat 
diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak pegadaian. 
3. Pemanfaatan Barang Gadai  
Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik 
oleh pemiliknya maupun oleh penerimanya gadai. Namun dalam skim 
pembiayaan Ar-Rum ini para pengusaha kecil mendapat pengecualian 
menggunakan barang gadai dalam melakukan kegiatan operasional 
perusahaannya, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang 
bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.  Hal ini bertujuan 
membantu meringankan beban pengusaha kecil dalam mencari penghasilan 
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untuk menjalankan roda perekonomiannya, dan hal itu berimplikasi dengan 
pembayaran agunan ke pihak pegadaian syari’ah dan hal itu bermanfaat bagi 
pegadaian dan pengusaha. Oleh karena itu, diusahakan agar di dalam 
perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai meminta izin untuk 
memanfaatkan barang gadai selama akad berlangsung, maka manfaatnya 
menjadi milik bersama. Ketentuan yang meringankan penggusaha ini 
dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau Mubadzir. 
4.  Risiko atas Kerusakan Barang Gadai 
Apabila Murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara 
barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, 
kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa 
disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa 
yang harus menangggung risikonya. Berbeda halnya jika barang gadai rusak 
atau hilang  yang disebabkan oleh kelengahan Murtahin. Dalam hal ini tidak 
ada perbedaaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa Murtahin 
menanggung risiko, memperbaiki risiko, memperbaiki kerusakan atau 
mengganti yang hilang. Sebaliknya jika rahin dalam pemanfaatan barang 
gadai melakukan kerusakan yang menimbulkan menyusutnya harga barang 
atau  barang yang dimanfaatkan hilang maka tanggungan pihak rahin yang 
mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian rahin sesuai akad yang 
telah disepakati di awal akad.  
5. Pemeliharaan Barang Gadai 
Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai 
dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap 
merupakan miliknya. Lain halnya jika barang gadai dimanfaatkan oleh rahin 
maka tidak dipungut biaya pemeliharaan barang gadai. 
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5.1.3 Dasar Hukum Gadai Syari’ah Yang Diterapkan Oleh Pegadaian 
Syari’ah 
1. Al-Qur’an dan Al-Hadist 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan, pada buku pedoman 
perusahaan (SOP) Standar Operasional Perusahaan, dasar hukum yang 
dipakai oleh pegadaia syari’ah juga berpedoman dari petunjuk yang 
ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadist, hal tersebut sesuai dengan dasar 
kaidah fikih Islam,  yaitu: 
a. Dalil Al-Qur’an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 282, 283. 
b. Dasar hadist di antaranya hadist yang bersumber dari Aisyah r.a : “Bahwa 
Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau 
mengadaiakan baju besi kepadanya.” (HR. Bukhari-Muslim). Dan dari 
Abu Huraira r.a :  “Nabi SAW bersabda : “Tidak terlepas kepemilikan 
barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh 
manfaat dan menanggung risikonya.” (HR. Daruquthni-Hakim). 
c. Dasar Ijma’ adalah  bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan rahn 
secara syariat ketika berpergian dan ketika di rumah. 
2. Peraturan Pemerintah 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang 
menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah 
praktik riba “pencegahan praktik ijin, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman 
tidak wajar lainnya,” di mana misi ini tidak berubah hingga terbitnya 
PP.No.103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum 
Pegadaian sampai sekarang. 
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3. PSAK No.107 Akuntansi Ijarah 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 yang mengatur tentang 
akuntansi ijarah adalah salah satu dari sekian banyak standar akuntansi yang 
dikeluarkan oleh  Ikatan Akuntansi Indonesia. Sebagaimana yang telah di 
atur dalam PSAK No.107 bahwa definisi ijarah adalah akad pemindahan hak 
guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran 
sewa. Karakteristik Ijarah merupakan sewa menyewa obyek ijarah tanpa 
perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan 
atau tanpa wa’ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu’jir) 
kepada penyewa (musta’jir) pada saat tertentu. 
4. Fatwa DSN dan MUI 
Selain dari dasar hukum diatas, pegadaian syari’ah juga berpedoman pada 
fatwa yang dikeluarkan MUI tentang gadai. Di Indonesia, MUI atau Majelis 
Ulama Indonesia sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi 
para ulama, zu’ama, dan cendikiawan muslim di Indonesia untuk membina, 
membimbing, mangayomi serta menjaga kestabilan berkehidupan sesama 
umat muslim lainnya juga mengeluarkan fatwa tentang gadai Nomor: 
25/DSN-MUI/III/2002. Di mana fatwa yang dikeluarkan MUI ini berisikan 
tentang hukum, ketentuan umum gadai, dan ketentuan penutup. 
a. Hukum 
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 
dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
b. Ketentuan Umum  
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) 
dilunasi.  
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2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, 
dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu 
sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 
3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban Rahin. 
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh  
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
5) Penjualan Marhun. 
a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 
segera melunasi utangnya. 
b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun 
dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syari’ah. 
c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 
d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban Rahin. 
c. Ketentuan Penutup 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan. 
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5.1.4 Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin 
1. Hak Murtahin (Penerima Gadai) 
a. Penerima gadai berhak menjual marhun (barang jaminan) apabila rahin 
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil 
penjualan barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi 
pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 
b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. 
c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan 
barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin). 
2. Kewajiban Murtahin (penerima gadai) 
a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang 
gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaiannya. Penerima gadai tidak 
boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. 
b. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum 
diadakan pelelangan barang gadai. 
3. Hak Rahin (Pemberi Gadai) 
a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia 
melunasi pinjaman. 
b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan 
hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima 
gadai. 
c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai 
setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. 
d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima 
gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. 
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4. Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai) 
a. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam 
tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan 
oleh penerima gadai. 
b. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, 
apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak 
dapat melunasi pinjamannya. 
 
5.1.5 Dasar Penetapan Marhun Bih 
Dasar-dasar penetapan Marhun Bih yang telah di buat oleh pegadaian 
syaria’h dalam skim pembiayaan Ar-Rum ini antara lain: 
1. Dalam penyaluran pembiayaan harus di analisis kelayakan usahanya (akan 
diberikan kepada UKM yang lolos uji kelayakan usaha). 
2. Setelah dianalisis oleh staf kemudian dilakukan proses perhitungan 
penetapan Marhun Bih. 
3. Perhitungan 1/3 dari rata-rata 1 bulan dari usaha yang dijalani dikalikan 
jangka waktu pembiayaan. 
4. Penentuan nilai pembiayaan 70% dari harga pasar. 
5. Dari hasil kedua formulasi tersebut harap diambil nilai yang terendah antara 
perhitungan berdasarkan kemampuan bayar dengan perhitungan 
berdasarkan nilai marhun. 
 
5.1.6 Akad-akad Dalam Pembiayaan Ar-Rum 
Dalam pegadaian syari’ah, akad atau perjanjian sangatlah diperhatikan, 
akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan ijab dan kabul 
dalam proses rahn atau gadai. Dalam produk Ar-Rum terdapat dua akad yang 
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menjadi alat dalam melakukan rahn atau gadai, yaitu akad rahn dan akad ijarah. 
Secara umum mekanisme operasional akad rahn dan akad ijarah pada produk 
Ar-Rum Pegadaian Syari’ah dapat digambarkan sebagai berikut:  
1. Akad Rahn 
Melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian 
pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh 
pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya 
biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya 
perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan 
bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah 
yang disepakati oleh kedua belah pihak. 
2. Akad Ijarah 
Akad Ijarah. Yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi 
pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik 
nasabah yang telah melakukan akad. Dewan Syari’ah Nasional dan MUI 
mengeluarkan fatwa yang didalamnya menerangkan tentang syarat jumlah 
penetapan Ijarah yaitu fatwa nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa 
tersebut dinyatakan bahwa “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.” Melainkan dari 
nilai barang jaminan sendiri. Ijarah dibayar setiap bulan bersamaan dengan 
pembayaran angsuran bulanan dengan tarif yang dihitung berdasarkan:  
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5.1.7 Ganti Rugi Keterlambatan 
Untuk mengetahui tingkat keterlambatan angsuran dan jumlah Ta’wid 
(denda) sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam surat edaran (2% dari 
angsuran), maka pegadaian syari’ah membagi tingkat kelancaran angsuran 
menjadi 5 bagian: 
1. Ansuran Lancar 
Rahin yang tidak melewati tanggal jatuh tempo membayar sesuai dengan 
ketentuan pihak pegadaian, yaitu membayar angsuran Marhun bih ditambah 
angsuran ijarah. 
2. Dalam Perhatian Khusus 
Rahin yang menunggak sampai dengan 1 bulan dari tanggal jatuh tempo, 
dan membayar Ta’wid sesuai tarif yang ditetapkan dalam surat edaran. 
3. Kurang Lancar 
Rahin yang menunggak sampai dengan 1-2 bulan dari tanggal jatuh tempo, 
dan membayar Ta’wid sesuai tarif yang ditetapkan dalam surat edaran. 
4. Diragukan 
Rahin yang menunggak sampai dengan 2-3 bulan dari tanggal jatuh tempo, 
dan membayar Ta’wid sesuai tarif yang ditetapkan dalam surat edaran. 
5. Macet  
Rahin yang menunggak sampai dengan 3 bulan dari tanggal jatuh tempo, 
dan membayar Ta’wid sesuai tarif yang ditetapkan dalam surat edaran dan 
dibebankan surat somasi pertama. 
Apabila setelah diberikan surat somasi sebanyak 3 kali dan bersangkutan 
tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, maka pegadaian syari’ah berhak 
melaksanakan sita atas marhun. Keterlambatan di bayar bersamaan dengan 
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angsuran bulan sebelumnya dan dibayar pada saat pembayaran angsuran bulan 
berikutnya.  
 
Keterlambatan = (2% x Angsuran) + Angsuran        (2) 
 
Keterlambatan: (2% x Rp.784.000) + Rp.784.000 =  Rp.799.680 
Dan apabila rahin ingin melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh 
tempo dan sesuai atas keinginannya sendiri maka rahin akan diberikan diskon 
ijarah sesuai dengan presentase discount yang di tentukan oleh pihak 
pegadaian. 
 
5.1.8 Pelelangan Marhun Bih 
Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan 
pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari 
sebelum tanggal penjualan melalui surat pemberitahuan ke masing-masing 
alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor 
cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). 
 
5.2  Pembahasan  
5.2.1  Analisis Kesesuaian Kaidah Fikih Syari’ah Dengan Praktik Rahn 
Pada Produk Ar-Rum Pegadaian Syari’ah 
 Dalam Islam adanya praktik rahn sudah ada sejak zaman Nabi, tepatnya 
sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini di buktikan dengan turunya ayat 
dalam Al-Qur’an yang berisi tentang ketentuan gadai, dan bukti di berlakukannya 
sistim gadai pada zaman itu dengan peninggalan hadist Muhammad SAW yang 
berisikan tentang kegiatan rahn. Hal ini mendandakan bahwa sesungguhnya 
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Islam dalam melakukan segala kegiatan baik itu bermuamalah atau rahn harus di 
dasarkan atas kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh agama dengan 
berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dengan berlandaskan atas prinsip diatas 
maka di Indonesia MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi 
para ulama, zu’ama, dan cendikiawan muslim di Indonesia untuk membina, 
membimbing, mangayomi serta menjaga kestabilan berkehidupan sesama umat 
muslim lainnya mengeluarkan fatwah yang mempertegas adanya praktik rahn ini. 
Dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa yang berhubungan tentang rahn, yaitu fatwa 
MUI tentang gadai No.25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur segala ketentuan 
yang berhubungan dengan rahn.   
 Pegadaian syari’ah sebagai salah satu lembaga mandiri yang 
berlandaskan prinsip syari’ah sudah seharusnya menerapkan sistem gadai 
sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist 
terutaman dengan sistem gadai produk Ar-Rum ini.  
 Dan untuk mengetahui kesesuaian antara kaidah fikih gadai dengan 
penerapan yang ada pada pegadaian syari’ah, maka penulis menganalisis 
berdasarkan alat ukur yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist, 
serta fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang gadai yang kemudian 
mengkomparasikannya dengan data-data yang terdapat dalam Standar 
Operasional Perusahaan dan data yang kami temukan berdasarkan hasil diskusi 
dengan staf yang berpengalaman dalam transaksi gadai produk Ar-Rum. Dari 
data yang ada, penulis menemukan beberapa kesesuaian kaidah yang 
diterapkan oleh pegadaian syari’ah dalam melakukan transaksi gadai Ar-Rum ini 
antara lain : 
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1. Berdasarkan Landasan Konsep Rahn 
Dalam pendiriannya, pegadaian syari’ah menetapkan pondasi yang 
berpodaman pada Al-Qur’an dan Al-Hadist, hal ini dibuktikan dengan 
pedoman oprasional perusahan yang dikeluarkan sebagai standar oprasional 
perusahan yang berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist, yaitu: 
QS2:283 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 
 Ayat diatas memperjelas bahwa kegiatan bermuamalah yang di 
lakukukan oleh pegadaian syari’ah adalah sah menurut agama. Hal ini 
didasari oleh pernyataan dari ayat diatas yang berbunyi jika kamu dalam 
perjalanan ingin melakukan transaksi tidak secara tunai maka hendaklah 
ada barang tanggungan (barang gadai) yang dipegang oleh yang 
berpiutang. Dalam praktiknya pemilik gadai yang ingin mendapatkan 
pembiayaan dari pegadaian berkewajiban untuk menitipkan barang 
gadainya sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada pemilik 
gadai. Ayat ini kemudian di perjelas oleh HR Bukhari dan Muslim “Aisyah 
berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari 
seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” Ayat dan hadist 
ini menegaskan diperbolehkannya transaksi gadai dalam kehidapan 
sehari-hari, yang kemudian dijadikan acuan oleh pegadaian syari’ah 
dalam merumuskan landasan konsep berdirinya pegadaian syari’ah. 
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2. Operasional Akad Rahn dan Ijarah berasarkan tinjauan Hadist 
Dalam praktiknya pegadaian syari’ah menerapkan dua akad yang 
digunakan dalam skim pembiayaan Ar-Rum ini, yaitu akad rahn dan akad 
ijarah. Dalam operasionalnya kedua akad ini sudah di jelaskan secara umum 
dalam hadist, antara lain:  
 HR Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah  yang menjelaskan 
tentang praktik akad ijarah, Abu Hurairah r.a. “Nabi SAW bersabda: Tidak 
terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia 
memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” Hadist ini telah sesuai 
dengan karakteristik akad ijarah yang diterapkan pegadaian syari’ah yaitu 
“pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah 
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri.” 
Dalam aplikasinya, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari 
pemiliknya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya, ketika 
nasabah ingin mendapatkan pinjaman modal dari pihak pegadaian maka 
pihak pegadaian berhak menahan barang milik nasabah sebagai jaminan dari 
pinjaman dan sebagai ganti biaya penyediaan tempat penitipan barang 
jaminan, maka dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada 
nasabah.  
Dari HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai Nabi Bersabda: 
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah 
susunya dengan menanggung biayanya.” HR Jemaah kecuali Muslim dan 
Nasai-Bukhari Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: “Apabila ada 
ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima 
gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu 
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digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang 
menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya.” Dalam 
praktiknya hadist ini telah sesuai dengan operasional akad rahn dan ijarah 
dalam pegadaian syari’ah. Dalam hal ini pegadaian syari’ah sebagai 
penerima gadai tidak menggunakan barang gadai tanpa seizin pemili gadai, 
maka melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan 
kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah 
disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan 
adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat 
penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas 
dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada 
nasabah. 
Perhitungan dan simulasi pembiayaan.  
     Tarif Ijarah = Taksiran/ Rp. 100.000 x Rp. 700 x jangka waktu/bulan     (3) 
 
Simulasi pinjaman:  
 
 Taksiran Rp.12.000.000,  Marhun  bih Rp.8.400.000 dengan jangka  
waktu 12 bulan,  maka  tarif  ijarah yang  harus  dibayar adalah:  
 
Tarif Ijarah : (Rp.12.000.000 / Rp.100.000) x 700 x 12 = Rp. 1.008.000 
 
 
 Besarnya  angsuran per bulan:  
 
(Rp.8.400.000+1.008.000) /  12 = Rp. 784.000 
 
3. Fatwa DSN-MUI Tentang gadai Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002  
Fatwa MUI tentang gadai ini adalah salah satu dari landasan konsep 
pegadaian syari’ah dalam mendirikan skim pembiayaan Ar-Rum. Maka dari 
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itu penulis hendak mengukur kesesuaian fikih antara fatwa DSN-MUI ini 
dengan praktik yang terjadi pada pegadaian syari’ah, adapun entitas yang 
dijadikan tolak ukur untuk mengukur kesesuaian fikih antara fatwa ini dengan 
praktik yang dilakukan oleh pihak pegadaian syari’ah antara lain: 
a. Hukum  
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 
dalam bentuk Rahn dibolehkan sesuai dengan ketentuan umum. 
 Pernyataan inilah yang melandasi pegadaian syari’ah melakukan 
praktik gadai dalam skim pembiayaan Ar-Rum yang berlandaskan prinsip 
syaria’ah dengan ketentuan umum sebagai berikut: 
b. Ketentuan Umum 
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) 
dilunasi.  
Hal ini sesuai dengan ketentuan pegadaian syari’ah (hak 
Murtahin) yang menyatakan bahwa selama pinjaman belum dilunasi, 
pemegang gadai berhak menahan barang gadai (kendaraan 
bermotor) yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).  
2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, 
dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu 
sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 
Pernyataan ini sesuai dengan praktik yang diterapkan pada 
pegadaian syari’ah dalam hal pemanfaatan barang gadai, barang 
gadai dan manfaatnya tetap milik nasabah, dan penerima gadai tidak 
boleh menarik manfaat dari barang gadai tanpa seizin pemilik barang. 
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Namun dalam skim pembiayaan ini pemilik barang mendapatkan 
keuntungan yaitu dapat menggunakan barang gadai dan mengambil 
manfaat dari barang gadai, dengan menjaminkan BPKB kendaraan 
bermotor dengan seizin pihak pegadaian syari’ah. 
3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban Rahin. 
Dalam hal ini barang gadai yang dijaminkan akan di simpan 
oleh pihak pegadaian syari’ah dan biaya sewa tempat sepenuhnya 
menjadi tanggungan nasabah.  
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh  
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
Fatwa ini sesuai dengan dasar-dasar penetapan tarif ijarah 
yang telah di tetapkan oleh pihak pegadaian syari’ah yaitu besar biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan dari nilai barang jaminan 
yang telah ditetapkan berdasarkan nilai pasar. 
5) Penjualan Marhun 
a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 
segera melunasi utangnya.  
 Pernyataan ini telah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan pihak pegadaian syari’ah berdasarkan kewajiban yang 
diterima penerima gadai yaitu penerima gadai wajib 
memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan 
pelelangan barang gadai, hal ini juga telah sesuai dengan syarat 
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pelelangan barang gadai, yaitu sebelum penjualan marhun 
dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada 
rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum 
tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain 
melalui: 
1. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat 
2. Dihubungi melalui telepon 
3. Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang 
4. Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang 
 di daerah) 
 Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka 
Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah. 
Pernyataan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
pihak pegadaian syari’ah berdasarkan hak yang diterima penerima 
gadai yaitu, penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin 
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil 
penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi 
pinjaman. 
b) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan.  
 Pernyataan ini telah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan pihak pegadaian syari’ah berdasarkan hak yang 
diterima penerima gadai yaitu hasil penjualan barang gadai dapat 
digunakan untuk melunasi pinjaman termasuk biaya-biaya yang 
telah ditentukan oleh pihak pegadaian. 
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c) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban Rahin. Pernyataan ini telah sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan pihak pegadaian syari’ah berdasarkan 
hak yang diterima penerima gadai yaitu hasil penjualan barang 
gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman termasuk biaya-
biaya yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian, sisanya 
dikembalikan kepada pemilik gadai dan apabila hasil dari 
penjualan tidak mencukupi untuk menutupi biaya-biaya yang ada 
maka itu menjadi tanggungan rahin untuk melunasinya.  
 Ilustrasi distribusi pendapatan lelang 
   Nilai jual lelang        Rp.12.000.000 
   Biaya-biaya lelang: 
        - Bea lelang pembeli (1% x NJL)Rp. 120.000 
        - Bea lelang penjual (1% x NJL) Rp. 120.000 
        - Dana Sosial (0.7% x NJL)         Rp.   84.000 
   Pendapatan Lelang         Rp.     324.000   +       
             Rp.12.324.000     
 
   Distribusi Pendapatan Lelang : 
   Pendapatan Lelang        Rp. 12.324.000     
   UP   Rp. 8.400.000 
   Ijarah   Rp. 1.008.000 
   Bea Lelang  Rp.    324.000            
            Rp.  9.732.000 _ 
   Uang Kelebihan Hasil Penjualan      Rp.  2.592.000 
         
 Pendapatan lelang didistribusikan untuk uang pinjaman 
sebesar Rp. 8.400.000, jasa simpan Rp. 1.008.000 dan bea lelang 
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sebesar Rp. 324.000, dan kelebihannya sebesar Rp. 2.592.000 
menjadi hak milik rahin. 
c. Ketentuan Penutup 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan. 
4. Berdasarkan Analisis Pembiayaan 
Analisis pembiayaan sangatlah perlu dilakukan oleh pihak pegadaian 
syari’ah, hal ini bertujuan agar resiko kerugian yang akan diterima lebih 
sedikit. Adapun langkah-lankah analisis meliputi : 
1) Wawancara dengan nasabah. 
2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan 
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan pemeriksaan atas 
kebenaran data untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya 
dipertimbangkan suatu permohonan pembiayaan. 
3) Penyusunan laporan mengenai hasil pemeriksaan sebagai bahan 
pertimbangan mengambil keputusan. 
Dalam praktik di Pegadaian Syari’ah Cabang Sentral, cara 
menganalisa para calon nasabah dilakukan secara lengkap, akurat dan 
obyektif meliputi aspek-aspek : 
1) Karakter (Character) 
Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang 
memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah 
yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali 
pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. 
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2) Kemampuan (Capacity) 
Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar 
kembali pembiayaan yang telah diiterimanya serta kewajiban-
kewaajiban lainnya. Batas pembiayaan untuk nasabah ditentukan 
berdasarkan kemampuan yang bersangkutan membayar kembali, 
bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkan atau nilai 
agunan yang diberikan. 
3) Kondisi (Condition) 
Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada 
pembayaran kembali di masa yang akan datang, sehingga proses 
evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari post performance, tetapi 
juga evaluasi terhadap prospek kondisi yang akan datang. 
4) Agunan (Collateral/rahn) 
Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. 
Setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang 
dapat dipertanggung jawabkan untuk menutup kerugian atas 
pembiayaan yang mungkin timbul.  
Dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh 
nasabah, Pegadaian Syari’ah Cabang Sentral juga memperhatikan unsur-
unsur: 
1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari Pegadaian Syari’ah bahwa prestasi 
yang diberikannya benar-benar dapat ditermanya kembali dalam 
jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 
2) Tenggan waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 
pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa 
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yang akan datang. Untuk itu pemberian pembiayaan Ar-Rum 
ditentukan maksimal 2 tahun. 
3) Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat 
dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 
pembiayaan dengan kontraprestasi yang akan diterimanya dikemudian 
hari. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diberikan semakin 
tinggi pula risikonya. 
Analisis pembiayaan yang dilakukan pegadaian syari’ah telah sesuai 
dengan asas kehati-hatian dalam UU No.21 pasal 35 tentang Perbankan 
Syari’ah. Hal yang bertujuan untuk mengurangi tingkat resiko kesalahan yang 
terjadi selama akad berlangsung. 
5. Berdasarkan Objek Barang Gadai 
Dalam skim pembiayaa Ar-Rum terdapat ketentuan bahwa pihak 
pegadaian syari’ah berhak menahan barang gadai milik rahin sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam Islam terdapat syarat-syarat 
yang harus dipenuhi sebagai kriteria objek gadai atau barang gadai Al-
ma’qud ‘alaih yaitu:  
1) Ojek sudah harus ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, 
atau diperkirakan akan ada dalam kontrak-kontrak tertentu. 
Dalam praktiknya sebelum akad disepakati, pihak pegadaian 
selaku pemberi pinjaman akan melihat terlebih dahulu kondisi barang 
gadai, apakah barang gadai dalam kondisi yang layak digadaikan serta 
masih mempunyai nilai ekonomis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 
jumlah yang bisa ditaksirkan dan seberapa besar pembiayaan yang 
akan diterima oleh rahin atas barang yang digadaikannya.  
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2) Objek kontrak harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam 
sah disajikan objek kontrak, seperti harta yang dimiliki secara halal. 
Dalam praktiknya pegadaian syari’ah memberikan persyaratan 
atas objek jaminan barang gadai yaitu: 
a. Kendaraan bermotor adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan 
nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan yang tertera 
di KTP. 
b. Bila kendaraan bukan milik pribadi maka harus menyertakan 
persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik. 
3) Objek kontrak harus bisa diserahkan pada saat terjadi kontrak, namun 
tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. 
Dalam praktiknya penandatangan akad berlangsung ketika 
rahin, Murtahin, saksi dan objek jaminan barang gadai harus ada di 
tempat terjadinya akad. 
4) Objek kontrak harus jelas atau dapat ditentukan dan diketahui oleh 
kedua belah pihak. 
Karena diawal akad telah disepakati bahwa objek jaminan 
berupa kendaraan bermotor boleh di ambil manfaatnya oleh rahin 
untuk operasional usahanya, maka objek jaminan pengganti yang 
ditentukan pihak pegadaian dapat berupa Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB). 
6. Pegadaian Syari’ah Anti Riba 
Mencermati proses operasional Pegadaian Syari’ah Cabang Sentral 
sebagaimana diuraikan di atas, mulai dari pemberian dana untuk modal 
dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat, seluruhnya tidak 
boleh mengandung unsur riba, sebab dalam operasionalnya pegadaian 
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syari’ah tidak mengenakan bunga kepada nasabah, tetapi hanya 
mengenakan margin /keuntungan berdasarkan tarif akad ijarah dan biaya 
gadai seperti biaya administrasi kepada nasabah.  
 Perbedaan utama antara bunga gadai dengan biaya gadai adalah 
sifat bunga bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai 
hanya sekali dan ditetapkan di muka. Oleh karena sudah jelas bahwa 
pembiayaan Ar-Rm pegadaian syari’ah bebas dari riba yang hukumnya 
dilarang dalam Hukum Islam. 
7. Multiakad 
Istilah multiakad menurut penggagasnya didefinisikan sebagai 
kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi 
dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli 
dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum 
dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang 
ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, 
yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.  
Contoh aplikasi multiakad adalah akad pembiayaan talangan haji, 
yang menggabungkan akad qardh (utang piutang) dengan akad ijarah (jasa 
pengurusan haji). Juga akad gadai syariah yang menggabungkan akad rahn 
(gadai) dengan akad ijarah (jasa penitipan barang gadai). Contoh lain adalah 
akad asuransi syariah, yang menggabungkan akad hibah (tabarru’) dengan 
akad ijarah (jasa pengelolaan dana premi asuransi), atau kadang digabung 
lagi dengan akad ketiga yaitu akad syirkah mudharabah. Contoh lain lagi 
adalah akad leasing syariah, atau IMBT (Ijarah Muntahiyah bi Tamlik), yang 
menggabungkan akad ijarah (sewa aset) dengan akad hibah atau jual beli 
aset pada akhir akad. Pendek kata, aplikasi multiakad memang cukup 
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banyak dan beranekaragam dalam muamalah kontemporer. Terdapat dua 
pendapat yang mengharamkan multiakad, alasan pentarjihannya adalah sebagai 
berikut :  
Pertama, telah terdapat dalil-dalil hadis yang dengan jelas melarang 
penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Di antaranya adalah 
hadis Ibnu Mas’ud RA bahwa : 
HR Ahmad, hadis sahih 
”Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan 
[akad].”  
Imam Taqiyuddin An Nabhani, menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini fi shafqah wahidah) 
dalam hadis itu, artinya adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misal 
menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli 
digabung dengan akad ijarah.  
Kedua, kaidah fiqih yang dipakai pendapat yang membolehkan, yaitu 
al-ashlu fi al-muamalat al-ibahah tidak tepat. Karena ditinjau dari asal usul 
kaidah itu, kaidah fiqih tersebut sebenarnya cabang dari (atau lahir dari) 
kaidah fiqih lain yaitu : “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak 
ada dalil yang mengharamkan.”  Padahal kaidah fiqih tersebut (al-ashlu fi al-
asy-ya` al-ibahah), hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat 
diberlakukan pada muamalah. Sebab muamalah bukan benda, melainkan 
serangkaian aktivitas manusia.  
Ketiga, kaidah fiqih al-ashlu fil muamalat al-ibahah juga bertentangan 
dengan nash syara’ sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syara’ yang 
dimaksud adalah hadits-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa para 
sahabat selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW dalam 
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muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para 
shahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah 
SAW. 
Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad 
(multiakad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. 
Sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, 
baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap 
haram.  
Perhatikan hadis Ibnu Mas’ud RA : HR Ahmad, hadis sahih 
”Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan 
[akad].”  
Nash di atas mengungkapkan lafal shafqataini fi shaqah wahidah 
(dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa 
disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-
hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad, secara 
mutlak. Tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai 
keharaman atau tidak. 
Pemahaman nash yang demikian itu didasarkan pada kaidah ushul 
fiqih yang menyebutkan : al-muthlaqu yajri ‘ala ithlaqihi maa lam yarid dalil 
at-taqyid (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil 
yang membatasinya). (Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, 1/208). 
Dalam hal ini tidak terdapat nash yang memberikan taqyid (batasan) pada 
kemutlakan nash-nash tersebut, sehingga dengan demikian penggabungan 
akad secara mutlak adalah haram baik disertai unsur keharaman atau tidak. 
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5.2.2 Analisis Kesesuaian Antara PSAK No.107 Dengan Praktik Rahn Pada 
Produk Ar-Rum 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 tentang Akuntansi 
Ijarah adalah salah satu dari landasan konsep pegadaian syari’ah dalam 
membentuk skim pembiayaan Ar-Rum ini, maka dari itu, penulis hendak 
mengukur kesesuaian antara pernyataan ini dengan praktik yang terjadi pada 
pegadaian syari’ah,  dikarenakan objek ijarah berupa tempat penitipan barang, 
maka entitas yang dijadikan tolak ukur penulis untuk mengukur kesesuaian 
antara pernyataan ini dengan praktik yang terdapat pada produk Ar-Rum antara 
lain: 
1. Berdasarkan Definisi 
a) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset 
dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang 
dimaksud adalah sewa operasi (operating lease). Dalam hal ini 
penyewa hanya mengunakan manfaat atas tempat yang disediakan 
oleh pihak pegadaian syari’ah, dan penyewa mempunyai kewajiban 
membayar biaya sewa tempat. 
b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu 
aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 
memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length 
transaction). Dalam hal ini penyewa membayar nilai wajar dari tempat 
yang disediakan pihak pegadaian syari’ah berdasarkan manfaat yang 
diperolehnya. Praktiknya ketika pemilik barang mendapatkan 
pinjaman yang dihitung dari nilai pasar dan nilai ekonomis barang 
gadai, kemudian barang yang digadaikan di serahkan kepihak 
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pegadaian untuk disimpan di tempat penyimpanan, dari sinilah pihak 
pegadaian berhak memungut biaya dari sewa tempat penyimpanan 
barang gadai. 
c) Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak 
berwujud. Objek ijarah disini ialah jasa penitipan yang disediakan 
pihak pegadaian syari’ah. 
2. Berdasarkan Karakteristik 
a) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas 
ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Dalam hal ini pegadaian 
sebagai pemilik berhak menahan barang yang dititipkan oleh 
penyewa selama akad ijarah dilaksanakan. 
b) Spesifikasi obyek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus 
jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Dikarenakan objek ijarah 
berupa jasa tempat penitipan maka spesifikasi objek ijarah dalam 
gadai Ar-Rum ini berupa jangka waktu akad ijarah, dan ini sudah 
tercatat pada awal terjadinya akad. 
3. Berdasarkan Pendapatan Sewa 
 Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat 
atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Dalam hal ini pendapatan 
sewa diakui ketika pemilik telah melakukan transaksi akad ijarah dan 
pemilik telah menyewakan tempat penitipan kepada penyewa. 
4. Berdasarkan Piutang Pendapatan Sewa 
 Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Dalam hal ini Pendapatan 
sewa yang masih harus diterima, di ukur berdasarkan besaran nilai yang 
terealisasikan pada akhir periode pelaporan.  
67 
 
67 
 
5. Berdasarkan Beban Penyewa 
 Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas 
aset telah diterima. Dalam hal ini penyewa mengakui beban apabila masa 
manfaat atas tempat penitipan telah diterima penyewa. 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka praktik akad ijarah pada produk 
Ar-Rum telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 
yang membahas tentang akuntansi ijarah. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 
diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik rahn pada produk Ar-Rum pegadaian syari’ah telah sesuai dengan 
kaidah fikih gadai karena alasan sebagai berikut: 
a. Secara garis besar fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah di 
aplikasikan sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Baik menyangkut 
hukum, ketentuan umum, dan penutup. 
b. Berdasarkan metode analisis pembiayaan yang digunankan pegadaian 
syari’ah sangatlah detail, mulai dari wawancara kepada nasabah, 
pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan. 
Adapun aspek-aspek yang di analisis dalam gadai ini adalah: 
1) Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 
2) Capacity artinya kemampuan nasabah untuk mejalankan usaha dan 
 mengembalikan pinjaman yang diambil. 
3) Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 
4) Collateral/rahn artinya agunan yang dijadikan sebagai penjamin 
 pinjaman. 
c. Objek gadai haruslah memenuhi kriteria barang gadai yaitu: 
1) Ojek sudah harus ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, 
atau diperkirakan akan ada dalam kontrak-kontrak tertentu. 
2) Objek kontrak harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam 
sah disajikan objek kontrak, seperti harta yang dimiliki secara halal. 
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3) Objek kontrak harus bisa diserahkan pada saat terjadi kontrak, namun 
tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. 
4) Objek kontrak harus jelas atau dapat ditentukan dan diketahui oleh 
kedua belah pihak. 
d. Pembiayaan Ar-Rum bebas bunga dan riba, karena keuntungan yang 
didapatkan oleh pegadaian syari’ah pada produk ini berupa sewa atas 
tempat penyimpanan (akad ijarah), yang sama sekali berbeda dengan 
bunga dan riba. 
e. Multiakad merupakan masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama yang 
membolehkannya, sedang jumhur (mayoritas) ulama mengharamkannya.  
pendapat yang rajih (kuat) menurut kami adalah pendapat jumhur ulama 
yang mengharamkan multiakad. Wallahu a’lam. 
2. PSAK No.107 tentang akuntansi ijarah sebagian besar telah diaplikasikan 
oleh pegadaian syari’ah, seperti definisi, karakteristik, pendapatan sewa, 
piutang pendapatan sewa, beban penyewa.  
3. Pegadaian Syari’ah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip 
syari’ah telah berupaya keras dalam penerapan syari’at Islam, salah satu 
yang penulis temukan sewaktu mengadakan penelitian yaitu pada pimpinan 
cabang dan staf pegadaian syari’ah yang ramah, sopan, dan beretikat baik 
kepada nasabah. Dengan mengucapkan salam, serta berpakaian yang 
sesuai dengan syari’at Islam dan bersikap ramah ketika berhadapan dengan 
nasabah. 
 
6.2 Implikasi 
Pegadaian syari’ah dalam melaksanaan pembiayaan Ar-Rum dengan 
akad Rahn dan Ijarah telah menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam semua 
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persyaratan dan prosedurnya yang berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist 
sebagai pedoman hidup umat Islam dan telah sesuai dengan Fatwa dari MUI dan 
sesuai pedoman PSAK No.107 tentang akad ijarah yang terdapat dalam gadai 
ini. Hal ini merupakan keistimewaan produk pegadaian syari’ah yang dapat 
menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga harus disosialisasikan tetapi di 
pihak lain keistimewaan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh nasabah. 
 
6.3 Saran-saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Perum Pegadaian 
Syari’ah Kantor Cabang Makassar, beberapa saran yang dapat penulis berikan 
sebagai masukan adalah sebagai berikut: 
1. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional pegadaian syari’ah 
menyangkut pembiayaan Ar-Rum dan Pembiayaan lainnya, baik dalam 
seminar, simposium, lokakarya, turun langsung pengusaha kecil, maupun 
pendidikan di sekolah dan pesantren. Harapannya adalah agar pemahaman 
tentang gadai Ar-Rum dan produk syari’ah lainnya yang anti riba dan sangat 
adil dalam memabantu rakyat menengah kebawah tidak terbatas pada 
tekstual di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, akan tetapi dipahami secara lebih 
mendalam tentang filosofinya serta implementasinya dalam sosial ekonomi, 
khususnya pegadaian syari’ah sebagai alternatif yang lebih adil dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pengusaha kecil. 
2. Perum pegadaian perlu memperbanyak Cabang Pegadaian Syari’ah 
terutama pada daerah-dareah yang banyak memiliki unit usaha kecil, dan 
memperbesar kantor cabang agar staf dan nasabah nyaman dalam 
bertransaksi. 
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LAMPIRAN 1 
 
Pertanyaan Wawancara 
 
Untuk menunjang kelancaran penelitian maka penulis mengajukan 
beberapa pertanyaan yang menyangkut produk pembiayaan Ar-Rum kepada 
orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Antara lain: 
1. Jelaskan sejarah pembentukan gadai Ar-Rum ini? 
2. Sebutkan dan jelaskan akad-akad yang terdapat dalam pembiayaan ini? 
3. Apa saja persyaratan pengajuan Ar-Rum ini? 
4. Jelaskan metode penaksiran barang gadai sampai menetukan jumlah 
besaran pinjaman ! 
5. Biaya-biaya apa saja yang terdapat dalam pembiayaan Ar-Rum ini? 
6. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh pegadaian syari’ah 
dalam menjalankan produk Ar-Rum ini? 
7. Apakah Pembiayaan Ar-Rum ini benar-benar anti Riba dan Bunga? 
8. Dari mana pegadaian mendapat keuntungan dari pembiayaan ini? 
 
 
